Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS

TAHUN PMPZ| 1| 2024

KODE/NAMA SATUAN KERJA

416992/MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SURAKARTA KOTA SURAKARTA

PENANGGUNGJAWAB 19660306 199403 2 001/Dr. Hj. Lanjar Utami, M.Pd
ALAMAT JI. Slamet Riyadi No.308, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57141 JAWA TENGAH
NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
1 PENGUNGKIT 60 100%
2 PEMENUHAN 30 100%
3 MANAJEMEN PERUBAHAN 4 100%
4 Penyusunan Tim Kerja 0.5 100%
5 Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Y 1 SK TIM PMZI (1) SK Tim PMZI
Integritas
Keterangan:
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
6 Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas A 1 Juknis Pembentukan Tim PMZI/SOP/Dokumen (1) SOP Pemilihan TIM ZI
Keterangan: ) ) B Rapat/Nota Dinas/Laporan Kegiatan (2) Juknis Penyusunan Pembentukan dan
a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam Mekanisme PMZI
unitkerig. . . (3) Pembentukan Tim PMZI
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur (4) Permohonan SK Tim Keria PMZI
dal it kerj : >
céJ?lthliglak?jriJzeleksi. (5) SK Mekanlsr_ne Pen_un[ukan Anggota TIM PMZI
(6) Dokumentasi Submit
7 Rencana Pembangunan Zona Integritas 1 100%
8 | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Y 1 Rencana Kerja PMZI (1) Rencana Kerja PMZI
WBK/WBBM
Keterangan:
Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
9 Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan A 1 Rencana Kerja PMZI dan Target Prioritas ZI (1) Rencana Kerja PMZI|
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM (2) Target Prioritas ZI
Keterangan:
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan
WBK/WBBM
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
Hatarman 1724



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682316_1735223420_1.1.a SK TIM PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735223743_1.1.b.1 SOP PEMILIHAN TIM ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735223968_1.1.b.2. JUKNIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735223968_1.1.b.2. JUKNIS PENYUSUNAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735224085_1.1.b.3 PEMBENTUKAN TIM PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735224251_1.1.b.4. PERMOHONAN SK TIM KERJA PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1738927132_23.5_2024_SK Mekanisme Penunjukan Tim ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682317_1735224405_1.1.b.6. DOKUMENTASI SUBMIT.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682318_1738928276_2.A. RENCANA KERJA PMZI OKK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682319_1738928430_2.A. RENCANA KERJA PMZI OKK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682319_1735224801_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
10 | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan A 1 Dokumen Sosialisasi PMZI (1) Dokumen Sosialisasi PMZI
WBK/WBBM
Keterangan:
a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk
menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara
berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak
secara berkala
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan
11 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1 100%
12 | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana A 1 Matrik Pelaksanaan Program PMZI (1) Matriks Pelaksanaan Program PMZI
Keterangan:
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
13 | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas A 1 Laporan Monev Zl/Laporan Monev Agen (1) Laporan Monev Tim ZI
Keterangan: Perubahan/Matriks Before After Inovasi Layanan dan (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala Program Zona Integritas
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala (3) Laporan Monev Agen Perubahan
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala ; ;
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona (4) Matriks Before After Inovasi Layanan dan
inteari Program Man 2 Surakarta
gritas
14 | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti A 1 Laporan Monev Zl/Laporan Tindaklanjut ZI dan Agen (1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Keterangan: Perubahan Zona Integritas
a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas (2) Laporan Monev Tim ZI
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti (3) Laporan Monev Agen Perubahan
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim AL : f ; :
h ; ; - aporan Tindaklanjut Evaluasi Program Tim Z|
g}iﬁ}rg:lldztr%zt?ersmpan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah (5) Laporan Tindaklaniut Evaluasi Program Agen
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim Perubahan
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
15 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5 100%
16 | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Y 1 Rekap Kehadiran Pimpinan/Pimpinan sebagai Role Model | (1) Rekap Kehadiran Pimpinan
WBK/WBBM (2) Pimpinan Sebagai Role Model
Keterangan:
ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.
17 | Sudah ditetapkan agen perubahan A 1 SK Agen Perubahan/Laporan Agen Perubahan/Matriks (1) SK Penetapan Agen Perubahan

Keterangan:

a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan
pada unit kerjanya

b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap
perubahan pada unit kerjanya

c. Jika belum terdapat agen perubahan

Before After Inovasi Layanan dan Program

(2) Matriks Before After Inovasi Layanan dan
Program Man 2 Surakarta
(3) Laporan Program Agen Perubahan
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682320_1738928649_1.2.C Ragam Sosialisasi PMPZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682321_1735569551_Matriks Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735225738_Laporan Monev Tim ZI_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735225970_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735225970_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735226049_Laporan Monev Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735226213_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682322_1735226213_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735226693_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735226693_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735226745_Laporan Monev Tim ZI_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735226842_Laporan Monev Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735227119_Laporan Tindaklanjut Evaluasi Program Tim ZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735227185_Laporan Tindaklanjut Evaluasi Program Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682323_1735227185_Laporan Tindaklanjut Evaluasi Program Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682324_1735396039_1.4.a.2  Rekap Kehadiran  Pimpinan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682324_1735566754_1.4. a. Peran Pimpinan Sebagai Role Model.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682325_1738927382_34_2024_SK Penetapan Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682325_1735346968_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682325_1735346968_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682325_1735347244_Laporan Program Agen Perubahan_compressed.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
18 | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi A 1 Ragam sosialisasi PMZI/SOP Budaya Kerja/Perubahan (1) SOP budaya Kerja
Keterangan: Budaya Kerja dan Pola Pikir/Aplikasi Budaya Kerja/Bukti (2) Ragam Sosialisasi PMPZI
a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan Dukung Before After Budaya Kerja (3) Aplikasi Budaya Kerja
L"%n“kp“tTeﬁgFfri”?(' resistensi atag perubahabn d keria d la pikir tapi ih (4) Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir
. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masi e
terdapat resistensi atas perubahan Sgr%efore After Perubahan Pola Pikir dan Budaya
. Jika belum terdapat b bud kerja d la piki -
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir _1_(6) L aporan Studi Tiru
19 | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju A 1 SK Tim ZI/Penandatanganan Pakta Integritas/Partisipasi (1) SK Tim ZI
WBK/WBBM Anggota dalam PMZI/Pakta Integritas (2) Penandatanganan Pakta Integritas
ge‘;ﬁ(r;gg;ﬁa anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju (3) Partisipasi Anggota dalam PMZI
WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan (4) Dokumen Pakia Integritas
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
20 | PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%
21 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1 100%
22 | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi A 1 1. PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA 2. SK | (1) SK PENGESAHAN SOP MAN 2 SURAKARTA
Keterangan: SOP 3. MATRIK/BAGAN KESELARASAN PETA PROSES | TAHUN 2022 s/d 2024
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan BISNIS DENGAN SOP KEGIATAN UTAMA 4. INOVASI (2) KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG
inovasi yang selaras TENTANG SOP/PROSEDUR KERJA PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis (hal 1 - 100)
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis SI;'IKRAQRNOOS'\I/ég%ESNGFETI?;&JSN%I'OEZI%IZE,\X@ES A
hal 101 - 200
(4) KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
(hal 201-374)
(5) MATRIK KESELARASAN PETA PROSES
BISNIS DENGAN SOP KEGIATAN UTAMA
(6) INOVASI SOP MAN 2 SURAKARTA
23 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A 1 1. LAPORAN/MATRIK PELAKSANAAN SOP 2. INOVASI | (1) MATRIK/LAPORAN PELAKSANAAN SOP MAN 2
Keterangan: TENTANG PELAKSANAAN SOP/PROSEDUR KERJA 3. | SURAKARTA
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga SK STANDAR PELAYANAN MAN 2 SURAKARTA (2) INOVASI SOP MAN 2 SURAKARTA
melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan (3) SK STANDAR PELAYANAN MAN 2
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi SURAKARTA
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi =
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi
24 | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi A 1 1. LAPORAN/NOTULA RAPAT/HASIL EVALUASI SOP 2. | (1) LAPORAN EVALUASI PELAKSAAAN SOP
Keterangan: SOP LAMA DAN SOP/USULAN/DRAF SOP BARU (2) NOTULENSI RAPAT EVALUASI PELAKSAAAN
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa SOP
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa 8; ggiéﬁg@RLABl\lAiﬁﬁg’\éBlEEELBJAHARUI
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah
dievaluasi
25 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 100%

Halaman: 3/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1735347720_1.4.c2. SOP Budaya kerja 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1738928760_1.2.C Ragam Sosialisasi PMPZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1735347941_APLIKASI BUDAYA KERJA (1).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1735568148_1.4 Budaya Kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1735569438_1.4 Before After Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1735569438_1.4 Before After Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682326_1738923427_Laporan Studi Tiru.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682327_1735348344_1.1.a SK TIM PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682327_1735348648_1.4.d.2 Penandatanganan Pakta Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682327_1735349088_1.4.d.3 Partisipasi Anggota dalam Pembangunan Zona Integritas tahun 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_682327_1735349320_1.4.d.4 Dokumen pakta integritas_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227981_2. SK Pengesahan SOP Pada MAN 2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227981_2. SK Pengesahan SOP Pada MAN 2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227641_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227641_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227641_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227784_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227784_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227784_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227936_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227936_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1735227936_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1738923953_3. Matrik, Bagan SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1738923953_3. Matrik, Bagan SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696774_1738924897_LINK INOVASI TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696775_1738924973_2. Matrik Pelaksanaan SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696775_1738924973_2. Matrik Pelaksanaan SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696775_1738924989_LINK INOVASI TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696775_1735228589_SK Standar Pelayanan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta Tahun 2024_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696775_1735228589_SK Standar Pelayanan Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta Tahun 2024_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696776_1735228771_1. Laporan evaluasi pelaksanaan SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696776_1735228819_NOTULEN RAPAT EVALUASI SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696776_1735228819_NOTULEN RAPAT EVALUASI SOP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696776_1735228938_SOP PELAYANAN TAMU DAN DOK KTSP MAN 2 SURAKARTA (LAMA ).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696776_1735228966_USULAN - DRAF SOP PERUBAHAN.pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI

%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

26

Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
Keterangan:

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi

c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
menggunakan teknologi informasi

1. SCREENSHOT/UNDUHAN HASIL PENGGUNAAN
APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI KINERJA UNIT
(SIPKA.KEMENAG.GO.ID) 2. POHON
KINERJA/CASCADING KINERJA/SAMPLING SATU SKP

(1) DOKUMEN PENGGUNAAN SISTEM
PENGUKURAN KINERJA BERBASIS Tl
(2) SAMPLING SKP PEGAWAI

27

Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
Keterangan:

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat

c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi
manajemen SDM

DOKUMEN OPERASIONALISASI MANAJEMEN SDM
MENGGUNAKAN TI

(1) DOKUMEN OPERASIONALISASI MANAJEMEN
SDM MENGGUNAKAN TI

28

Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi
informasi

Keterangan:

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi secara terpusat

c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi

DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI

(1) DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

29

Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM,
dan pemberian layanan kepada publik

Keterangan:

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan secara berkala

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala

c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik

LAPORAN MONEV PEMANFAATAN TI DALAM
PENGUKURAN KINERJA, SDM, LAYANAN

(1) LAPORAN MONEV PEMANFAATAN TI DALAM
PENGUKURAN KINERJA, SDM. LAYANAN

30

Keterbukaan Informasi Publik

0.5

100%

31

Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Keterangan:

a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang
menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat
diakses secara mutakhir dan lengkap

c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik

1. SK PENETAPAN PPID DAN ATASAN PPID OLEH
PIMPINAN SATKER BERDASARKAN KMA NOMOR 657
TAHUN 2021. 2. SK PPID TENTANG DAFTAR
INFORMASI PUBLIK 3. SK PPID TENTANG DAFTAR
INFORMASI DIKECUALIKAN 4. SCREENSHOT MENU
WEBSITE/ MENU PPID

(1) SK PENETAPAN PPID

(2) SK DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA MAN2
SKA

(3) SK DAFTAR YANG DIKECUALIKAN PADA MAN
2 SKA

(4) SCREENSHOT MENU PPID MAN 2 SKA

32

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik

Keterangan:

a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik dan telah ditindaklanjuti

b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti

c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik belum dilakukan

1. LAPORAN/MATRIKS MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK; 2. TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI (LAPORAN/MATRIK)

(1) LAPORAN MONEV PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK &
PENYEMPURNAAN WEBSITE

Halaman: 4/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696777_1735229177_26. Sistem pengukuran kinerja menggunakan TI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696777_1735229177_26. Sistem pengukuran kinerja menggunakan TI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696777_1735229261_SAMPLING SKP th 2023 (1).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696778_1735229351_27. Operasionalisasi Manajemen SDM Menggunakan TI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696778_1735229351_27. Operasionalisasi Manajemen SDM Menggunakan TI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696779_1735229470_28. PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696779_1735229470_28. PELAYANAN PUBLIK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696780_1735229527_29. LAPORAN MONEV PEMANFAATAN TI DALAM PENGUKURAN KINERJA, SDM, LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696780_1735229527_29. LAPORAN MONEV PEMANFAATAN TI DALAM PENGUKURAN KINERJA, SDM, LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229594_1. SK Penetapan PPID.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229630_2. SK Daftar Informasi Publik Pada MAN2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229630_2. SK Daftar Informasi Publik Pada MAN2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229661_3. SK Daftar Yang Dikecualikan Pada MAN 2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229661_3. SK Daftar Yang Dikecualikan Pada MAN 2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696781_1735229744_Dokumen Sreen Shoot Website  Menu PPID.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696782_1735229961_LAPORAN PENYEMPURNAAN WEBSITE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696782_1735229961_LAPORAN PENYEMPURNAAN WEBSITE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696782_1735229961_LAPORAN PENYEMPURNAAN WEBSITE.pdf
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33

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

100%

34

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

0.25

100%

35

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Keterangan:

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.

DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI

(1) 3.1.a DOKUMEN KEBUTUHAN PEGAWAI

36

Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan

Keterangan:

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

PENEMPATAN PEGAWAI HASIL REKRUTMEN MURNI
MENGACU KEPADA KEBUTUHAN PEGAWAI

(1) 3.1.b PENETAPAN PEGAWAI HASIL

REKUTMEN MURNI MENGACU PADA

KEBUTUHAN PEGAWAI

37

Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Keterangan:

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.

MONITORING DAN EVALUASI PENEMPATAN
PEGAWAI

(1) MONITORING DAN EVALUASI PENEMPATAN

PEGAWAI

38

Pola Mutasi Internal

0.5

100%

39

Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan

Keterangan:

Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai.

Mutasi Jabatan

(1) 3.2.a MUTASI JABATAN

40

Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
Keterangan:

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini

b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

DOKUMEN MUTASI PEGAWAI

(1) 3.2.b DOKUMEN MUTASI PEGAWAI

41

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Keterangan:

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

Penataan Sistem Manajemen SDM

(1) 3.2.c PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

42

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

1.25

100%

Halaman: 5/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696680_1735288229_3.1.a. DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696681_1735288459_3.1.b. PENEMPATAN PEGAWAI HASIL REKRUTMEN MURNI MENGACU KEPADA KEBUTUHAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696681_1735288459_3.1.b. PENEMPATAN PEGAWAI HASIL REKRUTMEN MURNI MENGACU KEPADA KEBUTUHAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696681_1735288459_3.1.b. PENEMPATAN PEGAWAI HASIL REKRUTMEN MURNI MENGACU KEPADA KEBUTUHAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696682_1735288822_3.1.c MONITORING DAN EVALUASI PENEMPATAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696682_1735288822_3.1.c MONITORING DAN EVALUASI PENEMPATAN PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696683_1735289167_3.2.a Mutasi Jabatan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696684_1735289296_3.2.b. DOKUMEN MUTASI PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696685_1735289528_3.2.c Penataan Sistem Manajemen SDM.pdf
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43

Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi

Keterangan:

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi.

TRAINING NEED ANALYSIS UNTUK PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

(1) 3.3.a TRAINING NEED ANALYSIS UNTUK
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

44

Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Keterangan:

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai

b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI

(1) 3.3.b. PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

45

Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

Keterangan:

a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar

b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >25%-50%

c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75%

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >75%-100%

KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN
STANDAR KOMPETENSI YANG DI TETAPKAN

(1) 3.3.c. KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
DENGAN STANDAR KOMPETENSI YANG DI
TETAPKAN

46

Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

Keterangan:

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

KESEMPATAN MENGIKUTI DIKLAT ATAU
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

(1) 3.3.d. KESEMPATAN MENGIKUTI DIKLAT ATAU
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

a7

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
Keterangan:

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh
pegawai

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai

c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
kecil pegawai

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai

UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA
SELURUH PEGAWAI

(1) 3.3.e. UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PADA SELURUH PEGAWAI OKE

Halaman: 6/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696686_1735290005_3.3.a. TRAINING NEED ANALYSIS UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696686_1735290005_3.3.a. TRAINING NEED ANALYSIS UNTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696687_1735290304_3.3.b. PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696687_1735290304_3.3.b. PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696688_1735290624_3.3.c. KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI YANG DI TETAPKAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696688_1735290624_3.3.c. KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI YANG DI TETAPKAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696688_1735290624_3.3.c. KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI YANG DI TETAPKAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696689_1735290837_3.3.d.  KESEMPATAN MENGIKUTI DIKLAT ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696689_1735290837_3.3.d.  KESEMPATAN MENGIKUTI DIKLAT ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696690_1735293738_3.3.e. UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA SELURUH PEGAWAI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696690_1735293738_3.3.e. UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA SELURUH PEGAWAI OKE.pdf
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48

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Keterangan:

a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala

b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan

MONEV PENGEMBANGAN KOMPETENSI

(1) 3.3.f MONEV PENGEMBANGAN KOMPETENSI

49

Penetapan Kinerja Individu

100%

50

Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja
organisasi

Keterangan:

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta
perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)

b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi

PENETAPAN KINERJA INDIVIDU TERKAIT DENGAN
PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI

(1) 3.4.a PENETAPAN KINERJA INDIVIDU
TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI

51

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya

Keterangan:

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model

b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya

c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya

d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya

UKURAN KERJA INDIVIDU SESUAI DENGAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL DIATASNYA

(1) 3.4.b UKURAN KINERJA SESUAI DENGAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL

DIATASNYA

52

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
Keterangan:

a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan

e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan

PENGUKURAN KINERJA 2024

(1) 3.4.c PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU

53

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
Keterangan:

Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian
reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR
PEMBERIAN REWARD

(1) 3.4.d PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU

SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN

PUNISHMENT

54

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

0.75

100%

55

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
Keterangan:

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi

aman:-724

IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN

(1) 3.5. Implementasi Peraturan Disiplin atau Kode

Etik atau Kode Perilaku



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696691_1735293808_3.3.f MONEV PENGEMBANGAN KOMPETENSI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696692_1735293892_3.4.a PENETAPAN KINERJA INDIVIDU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696692_1735293892_3.4.a PENETAPAN KINERJA INDIVIDU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696692_1735293892_3.4.a PENETAPAN KINERJA INDIVIDU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696693_1735293924_3.4.b UKURAN KINERJA SESUAI DENGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL DIATASNYA OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696693_1735293924_3.4.b UKURAN KINERJA SESUAI DENGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL DIATASNYA OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696693_1735293924_3.4.b UKURAN KINERJA SESUAI DENGAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU LEVEL DIATASNYA OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696694_1735293954_3.4.c PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696695_1735293979_3.4.d PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696695_1735293979_3.4.d PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696695_1735293979_3.4.d PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696696_1735294037_3.5. Implementasi Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696696_1735294037_3.5. Implementasi Peraturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku.pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI

%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

56

Sistem Informasi Kepegawaian

0.25

100%

57

Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala
Keterangan:

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai

b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
dimutakhirkan namun secara berkala

c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan

PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI KEPEGAWAIAN

(1) 3.6 PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI
KEPEGAWAIAN

58

PENGUATAN AKUNTABILITAS

100%

59

Keterlibatan Pimpinan

25

100%

60

Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan
perencanaan

Keterangan:

a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan
b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan

c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya
menandatangani)

Rapat Evaluasi Kegiatan Rapat Penyusunan Program
Kerja Rapat Sosialisasi Program Kerja Penandatanganan
Perjanjian Kinerja Dokumen PerKin Tahun 2024 Dokumen
Rencana Kerja Tahunan

(1) Keterlibatan Pimpinan Dalam Penyusunan
Perencanaan

61

Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan
penetapan kinerja

Keterangan:

a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian
kinerja

b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja

Rapat Penyusunan Program Kerja Penandatanganan
Perkin 2024 Dokumen Perkin 2024 Penandatanganan
Perkin Guru

(1) Keterlibatan Pimpinan Dalam Penyusunan Perkin

62

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Keterangan:

a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan
menindaklanjuti hasil pemantauan

b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja
tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan

c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja

Laporan Kinerja Triwulan 1 Rapat Evaluasi Kinerja
Triwulan 1 Laporan Kinerja Triwulan 2 Rapat Evaluasi
Kinerja Triwulan 2 Laporan Kinerja Triwulan 3 Rapat
Evaluasi Kinerja Triwulan 3

(1) Pimpinan memantau Pencapaian Kinerja Secara
Berkala

63

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

25

100%

64

Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
Keterangan:
ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap

Dokumen Perkin Dokumen Renstra Dokumen RKAL
Dokumen RKT

(1) Dokumen perencanaan kinerja

65

Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
Keterangan:
ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

Dokumen Renstra Dokumen RKT Dokumen Perkin
Dokumen RKAL

(1) Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

66

Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Keterangan:
ya, jika unit kerja memiliki IKU

Rapat Penetapan IKU Dokumen SK IKU Dokumen
Renstra Dokumen Perkin

(1) Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU)

67

Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

Keterangan:

a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator
kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika
belum ada indikator kinerja yang SMART

Dokumen Renstra SK Penetapan IKU Dokumen Perkin
2024

(1) Indikator kinerja telah telah memenubhi kriteria
SMART

68

Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Keterangan:
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

Dokumen Laporan Triwulan 1 Dokumen Laporan Triwulan
2 Dokumen Laporan Triwulan 3 LKj Tahun 2023

(1) Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Halaman: 8/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696697_1735294076_3.6 PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI KEPEGAWAIAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696697_1735294076_3.6 PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI KEPEGAWAIAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694787_1735192687_C. 4.2.5.3 Keteribatan Pimpinan dalam Penyusunan Perencanaan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694787_1735192687_C. 4.2.5.3 Keteribatan Pimpinan dalam Penyusunan Perencanaan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694788_1735193184_4.2.5.4 Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perkin.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694789_1735193383_4.2.5.5 Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694789_1735193383_4.2.5.5 Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694790_1735194076_C. 4.2.5.7 Dokumen perencanaan kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694791_1735194421_C. 4.2.5.8 Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694792_1735571349_C. 4.2.5.9 Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694792_1735571349_C. 4.2.5.9 Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694793_1735307004_C. 4.2.5.10 Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694793_1735307004_C. 4.2.5.10 Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694794_1735307533_C. 4.2.5.11 Laporan kinerja telah disusun tepat waktu.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
69 | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A 1 KLj Tahun 2023 Evaluasi Kinerja Madrasah SKP Guru (1) Laporan kinerja telah memberikan informasi
Keterangan: SKP Bendahara tentang kinerja
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja
70 | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Y 1 Screenshot Omspan Screenshot Sakti Screenshot (1) Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi
Keterangan: Monevpa Screenshot Monev Kemenkeu Screenshot kinerja
ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Bapenas Screenshot Monsakti Screenshot Sipka
71 | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi A 1 Sertifikat BNT Bendahara Sertifikat Erkam Sertifikat (1) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas
akuntabilitas kinerja Penulisan antopologi Nasional Sertifikat Olimpiade Sains SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
Keterangan: Sertifikat Myres Peran serta dalam Evaluasi Kinerja
a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten Anggaran 2024
b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten
72 | PENGUATAN PENGAWASAN 7.5 100%
73 | Pengendalian Gratifikasi 1.5 100%
74 | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A 1 1. SK Unit Pembentukan Gratifikasi 2. SOP Pelaporan (1) 1. SK Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
Keterangan: Gratifikasi 3. Sosialisasi Larangan Gratifikasi 4. Edaran (2) 2. SOP Pelaporan Gratifikasi
a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala Pengendalian Gratifikasi 5. Larangan Pemberian Hadiah (3) 3. Sosialisasi Larangan Gratifikasi
b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala atau Parcel 6. Pernyataan Tentang Melakukan Public (4) 4. Edaran Pengendalian Gratifikasi
c. Jika belum dilakukan public campaign Campaign Pengendalian Gratifikasi 7. Larangan Memberi (5) 5' Larangan Memberi Hadiah Parcel
Gratifikasi 8. Laporan Berkala Public Campaign 9. (6) 6. P t Tent Melakukan Publi
Dokumen Banner dan Pin tentang Gratifikasi - Fernyalaan 1entang Melaxukan Fublic
Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi
(7) 7. Larangan Gratifikasi
(8) 8. Laporan berkala public campaign triwulan
(9) 9. Banner dan Pin
75 | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A 1 1. SK Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Laporan Berkala (1) SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
Keterangan: Public Campaign 3. Larangan Memberi Hadiah atau (UPG)
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian Parcel 4. Larangan Memberi Gratifikasi 5. Pernyataan (2) Laporan berkala public campaign triwulan
dari prosedur Tentang Melakukan Public Campaign Pengendalian ; ;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai Gratifikasi 6. Dokumen Foto Banner dan Pin Gratifikasi 8; tg:gzggz g/lrea?fli)ke:s:-iadlah Parcel
dilakukan . .
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat (5) Pernyataan Tent_anq Me[a_kukan Public Campaign
prosedur pengendalian Tentang PenqenQallan Gratifikasi
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi 6) Banner dan Pin
76 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5 100%
77 | Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 1. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan (1) SK Satgas SPIP

Keterangan:

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi

c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi

d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi

e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Edaran SPIP 3.

Form Identifikasi, Penilaian dan Pengendalian Risiko 4.
Laporan SPIP Secara Berkala 5. Lampiran Laporan
Capaian Kinerja melalui SIPKA

(2) Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan
Kepentingan

(3) Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian
Resiko

(4) Laporan Lengkap SPIP Triwulan 1

(5) Laporan Lengkap SPIP Triwulan 2

(6) Laporan Lengkap SPIP Triwulan 3
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694795_1735308843_C. 4.2.5.12 Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694795_1735308843_C. 4.2.5.12 Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694796_1735194628_4.2.5.13 Terdapat sistem informasi atau mekanisme informasi kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694796_1735194628_4.2.5.13 Terdapat sistem informasi atau mekanisme informasi kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694797_1735531612_4.2.5.14 Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_694797_1735531612_4.2.5.14 Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943414_a. SK UPG.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943450_b.  SOP Pelaporan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943490_c. Sosialisasi Larangan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943541_d. Edaran Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943587_e. Larangan Memberi Hadiah Parcel.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943620_f.  Pernyataan Tentang Melakukan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943620_f.  Pernyataan Tentang Melakukan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943672_g. Larangan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943700_h. Laporan berkala public campaign triwulan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700562_1738943729_i. banner dan pin.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943802_a. SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943802_a. SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943828_b. Laporan berkala public campaign triwulan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943869_c. Larangan Memberi Hadiah Parcel.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943889_d. Larangan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943925_e.  Pernyataan Tentang Melakukan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943925_e.  Pernyataan Tentang Melakukan Public Campaign Tentang Pengendalian Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700563_1738943963_f. Banner dan Pin.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947605_77.a SK Satgas SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947641_77.b  Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947641_77.b  Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947676_77.c Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947676_77.c Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947725_77.d Laporan Lengkap SPIP Triwulan 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947753_77.e Laporan Lengkap SPIP Triwulan 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700564_1738947793_77.f Laporan Lengkap SPIP Triwulan 3.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
78 | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan A 1 1. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan (1) SK Satgas SPIP
Keterangan: Sistem 2. Form Identifikasi, Penilai dan Pengendalian (2) Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan Risiko Resiko
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko
79 | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah A 1 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan (1) Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan
diidentifikasi Whistle Blowing System 2. SOP Pengaduan Masyarakat Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan
Keterangan: dan Whistle Blowing System 3. Edaran SPIP, Pengaduan | Kepentingan -
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko Masyarakat, WBS dan Benturan Kepentingan 4. Rapat (2) SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait Koordinasi Tim Pengaduan Masyarakat 5. Sosialisasi (3) SOP Pengaduan Masyarakat & WBS
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan Pengaduan Masyarakat, WBS dan benturan Kepentingan (4) Ed SPIP. D WBS dan Bent
karakteristik unit kerja 6. Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan aran . JUMAs, an benturan
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko Masyarakat 7. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat | Kepentingan o
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (5) Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir WBS
resiko (6) Laporan Rekap dan Tindaklanjut Pengaduan
Masyarakat
80 | SPItelah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait A 1 1. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem | (1) SK Satgas SPIP
Keterangan: Intern Pemerintah 2. Rapat Koordinasi Pengarahan dan (2) Undangan Sosialisasi SPIP
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. (3) Laporan Lengkap SPIP Triwulan 1
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4. (4) Laporan Lenagkap SPIP Triwulan 2
terkait Laporan Capaian Kinerja secara Berkala -
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait (5) Laporan Lengkap SPIP Triwulan 3
81 | Pengaduan Masyarakat 15 100%
82 | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A 1 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat 2. Rapat | (1) 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS
Keterangan: Koordinasi Tim Pengaduan Masyarakat 3. SOP (2) 2. Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Edaran WBS
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait Pengaduan Masyarakat 5. Sosialisasi Pengaduan (3) 3. SOP Pengaduan Masyarakat & WBS
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Masyarakat, WBS dan Pengaduan Masyarakat 4 4' Edaran SPIP. Dumas. WBS dan Benturan
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan K : i : :
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi repentingan S .
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat (5) 5. Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan
Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan
Kepentingan
83 | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Y 1 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat 2. (1) 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS
Keterangan: Edaran Pengaduan Masyarakat 3. Rapat Evaluasi Tindak | (2) 2. Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan
ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti Lanjut Pengaduan Masyarakat 4. Laporan Rekap dan Kepentingan
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 5. Matrik (3) 3. Undangan Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut
Penanganan Pengaduan Masyarakat Dumas
(4) 4. Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat
84 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A 1 1. Laporan Rekap dan Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan | (1) 2. Laporan Monitoring Semester 2
masyarakat Masyarakat 2. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat | (2) 1. Laporan Monitoring Semester 1
Keterangan: o i (3) 3. Matrik Pengaduan Masyarakat
a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara
berkala
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak
secara berkala
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
Hataman: 10724



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700565_1738947870_78.a SK Satgas SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700565_1738947901_78.b Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700565_1738947901_78.b Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948117_79.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948117_79.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948117_79.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738947986_79.a SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948019_79.b SOP Pengaduan Masyarakat & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948055_79.c Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948055_79.c Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948085_79.d Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948085_79.d Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948148_79.f Laporan Rekap dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700566_1738948148_79.f Laporan Rekap dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700567_1738981227_a. SK Satgas SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700567_1738981278_b. Undangan Sosialisasi SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700567_1738981333_c. Laporan Lengkap SPIP Triwulan 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700567_1738981366_c. Laporan Lengkap SPIP Triwulan 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700567_1738981406_c Laporan Lengkap SPIP Triwulan 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931552_82.a SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS di MAN2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931602_82.b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931602_82.b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931822_82.c SOP Pengaduan Masyarakat & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931862_82.d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931862_82.d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931913_82.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931913_82.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700568_1738931913_82.e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932058_83.a SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS di MAN2 Ska.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932107_83.b Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932107_83.b Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932137_83.c Undangan Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Dumas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932137_83.c Undangan Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Dumas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932245_83.d Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700569_1738932245_83.d Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700570_1738932679_84.b LAPORAN MONITORING SEMESTER 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700570_1738932590_84.a LAPORAN MONITORING SEMESTER 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700570_1738932727_84.c MATRIKS REKAPITULASI DUMAS.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG

85 | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A 1 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat 2. (1) 1. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Penanganan
Keterangan: Edaran Pengaduan Masyarakat 3. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 4. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut
oleh unit kerja Penanganan Pengaduan Masayarakat
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti

86 | Whistle-Blowing System 1.5 100%

87 | Whistle Blowing System telah diterapkan A 1 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan (1) SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS
Keterangan: Whistle Blowing System 2. SOP Penanganan Whistle (2) SOP Pengaduan Masyarakat & WBS
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai Blowing System 3. Rapat Koordinasi Tim Pengaduan (3) Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Masyarakat dan Whistle Blowing System 4. Edaran WBS
Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja Whistle Blowing System 5. Rapat Sosialisasi Penanganan mdaran SPIP. Dumas. WBS dan Benturan
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan Whistle Blowing System Kepentingan * *
yang ditetapkan organisasi riepentngan | .

c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System \(/?/)Bzos'al'sas' Penanganan Benturan Kepentingan &

88 | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System A 1 1. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (1) Undangan Rapat Evaluasi Tindak lanjut
Keterangan: dan Whistle Blowing System 2. Laporan Rekap dan Tindak | Pengaduan Masyarakat dan WBS
a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara Lanjut Whistle Blowing System 3. Matrik Penanganan (2) Hasil Evaluasi tindak lanjut Dumas dan WBS
berkala Whistle Blowing System berupa Matriks WBS
g. Jli(k? penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara (3) Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing

erkala
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi System

89 | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti A 1 1. Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Whistle Blowing (1) Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing
Keterangan: System 2. Matrik Penanganan Whistle Blowing System System
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah (2) Matriks
ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti

90 | Penanganan Benturan Kepentingan 1.5 100%

91 | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas A 1 1. Edaran Benturan Kepentingan 2. SOP Penanganan (1) EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN
fungsi utama Benturan Kepentingan 3. SK Pembentukan Tim Monitoring | (2) SK TIM PENANGANAN BENTURAN
Keterangan: dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 4. Rapat | KEPENTINGAN
a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas Koordinasi Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (3) SOP PENANGANAN BENTURAN
fungsi utama Penanganan Benturan Kepentingan KEPENTINGAN
b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian m RAPAT PENANGANAN
Desar gas Tungst wama. - : » BENTURAN KEPENTINGAN
c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian
kecil tugas fungsi utama
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama

92 | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi A 1 1. Edaran Benturan Kepentingan 2. SOP Penanganan (1) EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN

Keterangan:

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
seluruh layanan

b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian besar layanan

c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian kecil layanan

d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan
ke seluruh layanan

Benturan Kepentingan 3. SK Pembentukan Tim Monitoring
dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 4. Rapat
Koordinasi Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Benturan Kepentingan 5. Rapat Sosialisasi
Penanganan Benturan Kepentingan

(2) SK TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

(3) SOP PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

(4) UNDANGAN RAPAT PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

(5) SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700571_1738932804_85. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700571_1738932804_85. Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985357_87.a SK Pembentukan Tim Pengaduan dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985384_87.b SOP Pengaduan Masyarakat & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985428_87.c Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985428_87.c Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985464_87.d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985464_87.d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985541_87.e SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700572_1738985541_87.e SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985618_88.a Undangan Rapat Evaluasi Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985618_88.a Undangan Rapat Evaluasi Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985650_88.b Hasil Evaluasi tindak lanjut Dumas dan WBS berupa Matriks WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985650_88.b Hasil Evaluasi tindak lanjut Dumas dan WBS berupa Matriks WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985740_88.c Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing System.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700573_1738985740_88.c Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing System.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700574_1738985889_89.a Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing System.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700574_1738985889_89.a Laporan Rekap dan Tindaklanjut Whistle Blowing System.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700574_1738985912_89.b Matriks.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739008931_5.5.a EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739008964_5.5.a SK TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TH 2024, SOSIALISASI PENANGANANBENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739008964_5.5.a SK TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TH 2024, SOSIALISASI PENANGANANBENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739008991_5.5.a SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739008991_5.5.a SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739009030_5.5.a UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700575_1739009030_5.5.a UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009111_5.5.b EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009144_5.5.b SK TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009144_5.5.b SK TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009178_5.5.b SOP Penanganan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009178_5.5.b SOP Penanganan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009220_5.5.b UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009220_5.5.b UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009255_5.5.b SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700576_1739009255_5.5.b SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
93 | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan A 1 1. Edaran Benturan Kepentingan 2. SOP Penanganan (1) UNDANGAN RAPAT PENANGANAN
Keterangan: Benturan Kepentingan 3. SK Pembentukan Tim Monitoring | BENTURAN KEPENTINGAN
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 4. Rapat | (2) EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar Koordinasi Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (3) SOP PENANGANAN BENTURAN
layanan Penanganan Benturan Kepentingan 5. Rapat Sosialisasi KEPENTINGAN TAHUN 2024
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil Penangana Benturan Kepentingan 6. Rekapitulasi (4) SK TIM PENANGANAN BENTURAN
layanan Penanganan Benturan Kepentingan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh KEPENTINGAN
layanan (5) SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
(6) MATRIK LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
94 | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan A 1 1. Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Penanganan (1) LAPORAN EVALUASI BENTURAN
Keterangan: Benturan Kepentingan 2. Lampiran Laporan Penanganan KEPENTINGAN
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit Benturan Kepentingan
kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala
oleh unit kerja
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
95 | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti A 1 1. Rapat Sosialisasi dan Tindak Lanjut Penanganan (1) SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN
Keterangan: Benturan Kepentingan KEPENTINGAN
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah (2) LAPORAN EVALUASI DAN MATRIK BENTURAN
ditindaklanjuti oleh unit kerja KEPENTINGAN
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah -
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang
ditindaklanjuti unit kerja
96 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5 100%
97 | Standar Pelayanan 1 100%
98 | Terdapat kebijakan standar pelayanan A 1 1. SK PELAYANAN PUBLIK 2. BERITA ACARA (1) SK Pelayanan Publik
Keterangan: KESEPAKATAN 3. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK (2) BERITA ACARA KESEPAKATAN
a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan (3) MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan
99 | Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 1. SK MAKLUMAT 2. SCREENSHOT MAKLUMAT DI (1) SK MAKLUMAT

Keterangan:

a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
dipublikasikan di website dan media lainnya

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
dan dipublikasikan minimal di website

c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
dan belum dipublikasikan

d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
belum dipublikasikan

MEDSOS

(2) SCREENSHOT MAKLUMAT DI MEDSOS
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009396_5.5.c UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009396_5.5.c UNDANGAN RAPAT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009307_5.5.c EDARAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009333_5.5.c SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009333_5.5.c SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009373_5.5.c SK Tim Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009373_5.5.c SK Tim Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009426_5.5.c SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009426_5.5.c SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700577_1739009464_5.5.c Matriks laporan benturan kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700578_1739009536_5.5.d Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700578_1739009536_5.5.d Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700579_1739009585_5.5.e SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700579_1739009585_5.5.e SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700579_1739009624_5.5.e Laporan Evaluasi dan Matrik Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_700579_1739009624_5.5.e Laporan Evaluasi dan Matrik Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696978_1738939974_SK STANDAR PELAYANAN MAN 2 SURAKARTA-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696978_1735303352_VI.i.a BERITA ACARA KESEPAKATAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696978_1735303397_VI.i.a MAKLUMAT PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696979_1735227831_VI.i.b SK MAKLUMAT.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696979_1738930301_VI.i.b Screenshot Maklumat di web dan medsos (ig, tiktok, youtube).pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI %

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

100

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

Keterangan:

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan
melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha,
dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat

b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa
melibatkan stakeholders

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa
melibatkan stakeholders

d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

1. LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN 2.
DOKUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN REVIEW

(1) LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN
(2) DOKUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN
REVIEW

(3) SOP 27 LAYANAN

101

telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
Keterangan:
ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan

1. SCREENSHOT PUBLIKASI PELAYANAN DI WEB 2.
SCREENSHOT PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

(1) SCREENSHOT PUBLIKASI PELAYANAN DI
WEB

(2) SCREENSHOT PUBLIKASI MAKLUMAT
PELAYANAN DI WEB DAN MEDSOS

102

Budaya Pelayanan Prima

1 100%

103

Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima

Keterangan:

a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan
terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat
kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan

b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru
sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
jenis layanan

d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas,
sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan

e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
layanan

1. SK STANDAR PELAYANAN 2. LAPORAN
SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA 3. LAPORAN
PELATIHAN PELAYANAN PRIMA 4. SERTIFIKAT
PETUGAS PELAYANAN 5. INSTRUMEN PENILAIAN
PETUGAS PELAYANAN

(1) SK STANDAR PELAYANAN

(2) LAPORAN SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA
(3) LAPORAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA
(4) SERTIFIKAT PETUGAS PELAYANAN

(5) INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS
PELAYANAN

104

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Keterangan:

a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik
nasional

b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional

c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di
tempat layanan (intranet dan non elektronik)

d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses

1. SCREENSHOT INFORMASI LAYANAN MELALUI
APLIKASI SIPPN 2. BUKTI REGISTRASI SIPPN 3. BUKTI
PENGGUNAAN APLIKASI SIPPN

(1) SCREENSHOT INFORMASI LAYANAN
MELALUI APLIKASI SIPPN

(2) BUKTI REGISTRASI SIPPN

(3) BUKTI PENGGUNAAN APLIKASI SIPPN
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696980_1735228044_VI.i.c LAPORAN REVIEW STANDAR PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696980_1735228111_VI.i.c DOKUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN REVIEW.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696980_1735228111_VI.i.c DOKUMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN REVIEW.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696980_1738938965_SOP 27 PELAYANAN-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696981_1735228311_VI.i.d SCREENSHOT PUBLIKASI PELAYANAN DI WEB.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696981_1735228311_VI.i.d SCREENSHOT PUBLIKASI PELAYANAN DI WEB.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696981_1738938779_Screenshot Publikasi Maklumat Pelayanan MAN 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696981_1738938779_Screenshot Publikasi Maklumat Pelayanan MAN 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1738940037_SK STANDAR PELAYANAN MAN 2 SURAKARTA-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1735228876_VI.ii.a LAPORAN SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1735228938_VI.ii.a LAPORAN PELATIHAN PELAYANAN PRIMA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1735229041_VI.ii.a SERTIFIKAT PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1735229092_VI.ii.a INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696982_1735229092_VI.ii.a INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696983_1735229322_VI.ii.b SCREENSHOT INFORMASI LAYANAN MELALUI APLIKASI SIPPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696983_1735229322_VI.ii.b SCREENSHOT INFORMASI LAYANAN MELALUI APLIKASI SIPPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696983_1735303542_VI.ii.b BUKTI REGISTRASI SIPPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696983_1735303591_VI.ii.b BUKTI PENGGUNAAN APLIKASI SIPPN.pdf
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PENILAIAN

JAWAB
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%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

105

Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan

Keterangan:

a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan

b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan

c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna
layanan

d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi

1. SK REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PILAM 2.

INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN 3.
SERTIFIKAT PETUGAS PELAYANAN

(1) SERTIFIKAT PETUGAS PELAYANAN

(2) SK REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS
PILAM

(3) INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS
PELAYANAN

106

Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar

Keterangan:

a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan

b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan

c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan

d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar

1. SK SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI 2.
SCREENSHOT KOMPENSASI LAYANAN 3. FOTO
PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA
LAYANAN

(1) SK SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI

(2) SCREENSHOT KOMPENSASI LAYANAN
(3) FOTO PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENERIMA LAYANAN

107

Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

Keterangan:

a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi

b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi

1. SK PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN
MADRASAH (PILAM) 2. PELAYANAN SISTEM APLIKASI
TERPADU 3. FOTO PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN
MADRASAH (PILAM)

(1) SK PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN
LAYANAN MADRASAH (PILAM)

(2) PELAYANAN SISTEM APLIKASI TERPADU
(3) FOTO PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN
MADRASAH (PILAM)

108

Terdapat inovasi pelayanan

Keterangan:

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi

b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat

c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan
dari inovasi yang sudah ada

d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi
dari instansi pemerintah

e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

1. SK INOVASI LAYANAN 2. laporan sahabat madrasah
layanan inovasi terintegrasi dengan P5RA

(1) SK INOVASI LAYANAN
(2) laporan sahabat madrasah layanan inovasi
terintegrasi dengan P5RA

109

Pengelolaan Pengaduan

100%

110

Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi
dengan SP4N-Lapor!

Keterangan:

a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!

b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun
belum tersedia petugas khusus yang menangani

d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline

e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan

SCREENSHOT SP4N-LAPOR

(1) SCREENSHOT SP4N-LAPOR

Halaman: 14/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696984_1735230159_VI.ii.a SERTIFIKAT PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696984_1735230055_VI.ii.c SK REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PILAM.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696984_1735230055_VI.ii.c SK REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PILAM.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696984_1735230105_VI.ii.a INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696984_1735230105_VI.ii.a INSTRUMEN PENILAIAN PETUGAS PELAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696985_1735230357_VI.ii.d SK SISTEM PEMBERIAN KOMPENSASI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696985_1735230477_SCREENSHOT KOMPENSASI LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696985_1735303702_FOTO PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696985_1735303702_FOTO PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696986_1735230692_VI.ii.e SK PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN MADRASAH (PILAM).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696986_1735230692_VI.ii.e SK PENETAPAN PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN MADRASAH (PILAM).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696986_1735230744_VI.ii. e PELAYANAN SISTEM APLIKASI TERPADU.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696986_1735230808_VI.ii.e FOTO PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN MADRASAH (PILAM).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696986_1735230808_VI.ii.e FOTO PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN MADRASAH (PILAM).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696987_1735230894_VI.ii.f SK INOVASI LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696987_1735230953_vi.ii.f laporan sahabat madrasah layanan inovasi terintegrasi dengan P5RA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696987_1735230953_vi.ii.f laporan sahabat madrasah layanan inovasi terintegrasi dengan P5RA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696988_1735229989_iii. a. SCREENSHOT SP4N-LAPOR.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
111 | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan A 1 SK PENGELOLA LAPOR SCREENSHOT HASIL (1) SK PENGELOLA LAPOR
Keterangan: JAWABAN TERHADAP PENGADUAN MELALUI (2) SCREENSHOT HASIL JAWABAN TERHADAP
a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat SPAN-LAPOR PENGADUAN MELALUI SPAN-LAPOR
penugasan pengelola SP4AN-LAPOR! di level unit kerja
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SPAN-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola
khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta
belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SPAN-LAPOR! di level unit kerja
112 | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi A 1 REKAPITULASI PENANGANAN KELUHAN/MASUKAN (1) REKAPITULASI PENANGANAN
Keterangan: (TRIWULAN, SEMESTER DAN TAHUNAN) LAPORAN KELUHAN/MASUKAN (TRIWULAN, SEMESTERAN,
a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara MONITORING SEMESTER 1 LAPORAN MONITORING DAN TAHUNAN)
b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak PROSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT TINDAK 53; LAP8RAN M8NIT8RINg gEMEgTER 2
e i i : LANJUT DUMAS (4) MATRIKS REKAPITULAS| DUMAS
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi (5) PROSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT
(6) TINDAK LANJUT DUMAS
113 | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1 100%
114 | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A 1 1. LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (1) LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Keterangan: TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1 2. LAPORAN TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 4
a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP (2) LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
dalam setahun PELAYANAN TRIWULAN 2 3. LAPORAN SURVEI
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN é%llq_;'\égéiﬁ ESIEJAg\f\g w;gSIAVthAu AlSY ARAKAT
dalam setahun TRIWULAN 3 4. LAPORAN SURVEI KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2
.S i ki kat terhad | dilakuk inimal 2 kali dal MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 4
getal?]r:r? epuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam (4) LAPORAN SURVE| KEPUASAN MASYARAKAT
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 3
dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
115 | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka A 1 HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAPAT (1) HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Keterangan: DIAKSES SECARA TERBUKA DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media
sosial, dll) dan offline
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat
layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
116 | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat A 1 1. LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI (1) LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
Keterangan: KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1 2. LAPORAN KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1
a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN (2) LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan MASYARAKAT TRIWULAN 2 3. LAPORAN TINDAK KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 2
masyarakat LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (3) LXP%RAN Tﬁ\lDAK LANJUT H:SIL SURVEI
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan TRIWULAN 3
masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 3
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
117 | Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 100%
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696989_1735230246_iii.b.1. SK PENGELOLA LAPOR.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696989_1735230324_iii.b. 2. Screenshot hasil jawaban terhadap pengaduan melalui SP4N-LAPOR.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696989_1735230324_iii.b. 2. Screenshot hasil jawaban terhadap pengaduan melalui SP4N-LAPOR.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930009_REKAPITULASI PENANGANAN KELUHAN (MASUKAN).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930009_REKAPITULASI PENANGANAN KELUHAN (MASUKAN).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930009_REKAPITULASI PENANGANAN KELUHAN (MASUKAN).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930085_LAPORAN MONITORING SEMESTER 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930131_LAPORAN MONITORING SEMESTER 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930236_MATRIKS REKAPITULASI DUMAS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930284_PROSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696990_1738930340_TINDAK LANJUT DUMAS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1742566431_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1742566431_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1735223450_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1735223450_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1735223595_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1735223595_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1742566352_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696991_1742566352_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696992_1735224188_VI.iv.b HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696992_1735224188_VI.iv.b HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735224509_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735224509_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735224808_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735224808_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735225538_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696993_1735225538_VI.iv.c LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN 3.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
118 | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan A 1 SCREENSHOT APLIKASI LAYANAN PUBLIK MELALUI (1) SCREENSHOT APLIKASI LAYANAN PUBLIK
Keterangan: BERBAGAI MEDIA MELALUI BERBAGAI MEDIA
a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh
proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian
besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil
proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses
pemberian pelayanan
119 | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi Y 1 SCREENSHOT DATABASE PELAYANAN YANG (1) SCREENSHOT DATABASE PELAYANAN YANG
Keterangan: TERINTEGRASI TERINTEGRASI
Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi
120 | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus A 1 PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS (1) PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS
Keterangan:
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan
121 | REFORM 30 100%
122 | MANAJEMEN PERUBAHAN 4 100%
123 | Komitmen dalam perubahan 2 100%
124 | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 100% 1
tahun)
Keterangan:
Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah
Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan
125 | - Jumlah Agen Perubahan 5 SK Agen Perubahan/Matriks Before After Inovasi Layanan | (1) SK Penetapan Agen Perubahan
Keterangan: dan Program/SK Tim Zl/Matriks Ketercapaian Program (2) Matriks Before After Inovasi Layanan dan
Jumlah Agen Perubahan pada instansi PMZI/Galeri Inovasi Program Man 2 Surakarta
(3) SK Tim Z|
(4) Matriks Ketercapaian Program PMZI
(5) Galeri Inovasi
(6) Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program
PMZI
126 | - Jumlah Perubahan yang dibuat 17 Matriks Ketercapaian Program PMZI/Galeri (1) Matriks Ketercapaian Program PMZI
Keterangan: Inovasi/Laporan Agen Perubahan (2) Galeri Inovasi
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan (3) Laporan Program Agen Perubahan
(4) Laporan Monev Agen Perubahan
(5) Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program
PMZI
127 | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem 100% 1
manajemen
Keterangan:
Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem
manajemen
128 | - Jumlah Perubahan yang dibuat 17 Matriks Ketercapaian Program PMZI/Galeri (1) Galeri inovasi

Keterangan:
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan

Inovasi/Laporan Agen Perubahan

(2) Matriks Ketercapaian Program PMZI

(3) Laporan Agen Perubahan

(4) Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program
PMZI

Halaman: 16/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696994_1735225656_VI.v.a SCREENSHOT APLIKASI LAYANAN PUBLIK MELALUI BERBAGAI MEDIA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696994_1735225656_VI.v.a SCREENSHOT APLIKASI LAYANAN PUBLIK MELALUI BERBAGAI MEDIA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696995_1735225760_VI.v.b SCREENSHOT DATABASE PELAYANAN YANG TERINTEGRASI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696995_1735225760_VI.v.b SCREENSHOT DATABASE PELAYANAN YANG TERINTEGRASI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696996_1735225857_VI.v.c PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1738929157_34_2024_SK Penetapan Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735266204_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735266204_Matriks Before After Inovasi Layanan dan Program Man 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735266525_1.1.a SK TIM PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735266769_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735266886_REVISI_Galeri Inovasi MAN 2 SURAKARTA 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735569913_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686641_1735569913_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735267028_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735267169_REVISI_Galeri Inovasi MAN 2 SURAKARTA 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735267713_Laporan Program Agen Perubahan_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735267795_Laporan Monev Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735570113_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686642_1735570113_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686643_1735392889_REVISI_Galeri Inovasi MAN 2 SURAKARTA 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686643_1735392758_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686643_1735393176_Laporan Program Agen Perubahan_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686643_1735570230_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686643_1735570230_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG

129 | - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen 17 Matriks Ketercapaian Program PMZI/Galeri (1) Laporan Monev Agen Perubahan
Keterangan: Inovasi/Laporan Agen Perubahan (2) Matriks Ketercapaian Program PMZI
Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen (3) Galeri Inovasi

(4) Laporan Agen Perubahan
(5) Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program
PMZI|

130 | Komitmen Pimpinan 1 100%

131 | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, A 1 Dokumentasi Pakta Integritas/Laporan Monev (1) Dokumentasi Pakta Integritas
dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan PMZI/Matriks Ketercapaian Program ZI/Rencana Kerja (2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Keterangan: Zl/Pakta Integritas Zona Integritas
a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja (3) Laporan Monev PMZI
dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai (4) Matriks Ketercapaian Program PMZI
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja 3R Keria 7|
dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai encana nerja
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja @Mgnt@ .
dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai (7) Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, PMZI
namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)

e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja

132 | Membangun Budaya Kerja 1 100%

133 | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai A 1 Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan/Ragam (1) Keqiatan Sosialisasi ASN BERAKHLAK
organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sosialisasi ZI/Kegiatan Sosialisasi ASN (2) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan
Keterangan: BERAKHLAK/SOP Budaya Kerja (3) Ragam Sosialisasi ZI
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota (4) SOP Budaya Keria
organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi
ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi

134 | PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%

135 | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5 100%

136 | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan A 1 KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA (1) KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG
Keterangan: PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh (hal 1 - 100)
jabatan . . . . (2) KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
besar (lebih daLiISO‘%) j?bhafja}n g . derh b (hal 101 - 200)

c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian

kecil (kuF:ang dari 50%) jabatan peng peny g (3) KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA
jabatan (hal 201-374)

137 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1 100%

138 | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan A 1 DOKUMEN IMPLEMENTASI SPBE MENDORONG (1) DOKUMEN IMPLEMENTASI SPBE
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN
Keterangan: PUBLIK
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan -
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)

c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien Halaman: 17/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735393552_Laporan Monev Agen Perubahan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735393705_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735393912_REVISI_Galeri Inovasi MAN 2 SURAKARTA 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735393992_Laporan Program Agen Perubahan_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735570518_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686644_1735570518_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394158_1.4.D.2 Dokumentasi Pakta Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394232_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394232_Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394309_Laporan Monev Tim ZI_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394451_1.2.b. TARGET PRIORITAS PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1738929286_2.A. RENCANA KERJA PMZI OKK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735394690_1.4.d.4 Dokumen pakta integritas_compressed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735570802_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686645_1735570802_Matriks Ketercapaian Pelaksanaan Program PMZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686646_1738929486_1.4.D Pembinaan ASN Berakhlak 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686646_1735394895_1.4 Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan MAN 2 Surakarta.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686646_1738929410_1.2.C Ragam Sosialisasi PMPZI.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_686646_1735395307_1.4.c2. SOP Budaya kerja 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230223_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230223_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230223_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 1 - 100).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230256_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230256_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230256_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 101 - 200).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230287_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230287_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696842_1735230287_KMA NOMOR 1364 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN AGAMA (hal 201-374).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696843_1735230389_138. IMPLEMENTASI SPBE MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696843_1735230389_138. IMPLEMENTASI SPBE MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696843_1735230389_138. IMPLEMENTASI SPBE MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK.pdf

NO

PENILAIAN
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%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

139

Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien

Keterangan:

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien

b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal
unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)

c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit
kerja yang lebih cepat dan efisien

DOKUMEN IMPLEMENTASI SPBE MAMPU
MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL

(1) DOKUMEN IMPLEMENTASI SPBE MAMPU

MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN

INTERNAL

140

Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

100%

141

Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

Keterangan:

a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi
unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan

b. Kriteria huruf ¢ telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak

d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama

e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

DOKUMEN TRANSFORMASI DIGITAL PADA PETA
BISNIS UTAMA

(1) DOKUMEN TRANSFORMASI DIGITAL PADA

PETA BISNIS UTAMA

142

Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

Keterangan:

a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan

b. Kriteria huruf ¢ telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak

c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak

d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan

e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

DOKUMEN LAPORAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA
BIDANG ADM PEMERINTAHAN TH 2024

(1) LAPORAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA

BIDANG ADM PEMERINTAHAN TH 2024

Halaman: 18/24



http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696844_1735230473_139. IMPLEMENTASI SPBE MAMPU MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696844_1735230473_139. IMPLEMENTASI SPBE MAMPU MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696844_1735230473_139. IMPLEMENTASI SPBE MAMPU MENDORONG PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696845_1735230588_141. TRANSFORMASI DIGITAL PADA PETA BISNIS UTAMA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696845_1735230588_141. TRANSFORMASI DIGITAL PADA PETA BISNIS UTAMA.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696846_1735230647_142. LAPORAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIDANG ADM PEMERINTAHAN TH 2024.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696846_1735230647_142. LAPORAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA BIDANG ADM PEMERINTAHAN TH 2024.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
143 | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan A 1 LAPORAN HASIL SURVEY TERHADAP PENGGUNA (1) LAPORAN SURVEY KUALITAS PELAYANAN
nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal LAYANAN TRIWULAN 1
Keterangan: ) . (2) LAPORAN SURVEY KUALITAS PELAYANAN
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari TRIWULAN 2
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit N1 APOPR AN
kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara fl'slgll\_lc\gl?ARNA:l;‘ SURVEY KUALITAS PELAYANAN
berkelanjutan P ——
b. Kriteria huruf ¢ telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital (4) LAPORAN SURVEY KUALITAS PELAYANAN
pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai TRIWULAN 4
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
pelayanan publik
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
144 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5 100%
145 | Kinerja Individu 1.5 100%
146 | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada A 1 KINERJA INDIVIDU (1) SKP MAN 2 SURAKARTA
levelnya
Keterangan:
a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
147 | Assessment Pegawai 1.5 100%
148 | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan A 1 Hasil assesment dasar mutasi pengembangan pegawai (1) 3.2. ASESMENT PEGAWAI (REFORM)
pengembangan karir pegawai
Keterangan:
a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
149 | Pelanggaran Disiplin Pegawai 2 100%
150 | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 100% 1
Keterangan:
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah
pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian
dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
151 | - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 1 Laporan Jumlah pelanggaran sebelumnya (1) Laporan Jumlah pelanggaran sebelumnya
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun sebelumnya
152 | - Jumlah pelanggaran tahun ini 0 Laporan jumlah disiplin pegawai tahun berjalan (1) Laporan jumlah disiplin pegawai tahun berjalan
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun ini/tahun berjalan
153 | - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman 0 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai (1) Laporan pelanggaran yang telah diberikan

Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang telah diberikan sanksi’hukuman

sanksi/hukuman
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230714_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230714_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230734_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 2 new.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230734_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 2 new.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230769_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 3 new.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230769_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 3 new.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230811_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696847_1735230811_LAPORAN  SURVEY KUALITAS PELAYANAN 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696698_1735294179_SKP MAN 2 SURAKARTA OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696699_1735294207_3.2. ASESMENT PEGAWAI (REFORM) OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696700_1735294375_SK PUNISHMENT 2023 OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696701_1735294459_SK PUNISHMENT 2024 OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696702_1735294556_SK PUNISHMENT 2024 OKE.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_696702_1735294556_SK PUNISHMENT 2024 OKE.pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI

%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

154

PENGUATAN AKUNTABILITAS

5

100%

155

Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

2

100%

156

Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih

Keterangan:

Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja

100%

157

- Jumlah Sasaran Kinerja
Keterangan:
Jumlah Sasaran Kinerja Unit Kerja/Organisasi

Dokumen Perkin Dokumen SK IKU Dokumen LKj 2023

(1) Jumlah Sasaran Kinerja

158

- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
Keterangan:
Jumlah Sasaran Kinerja UNit Kerja/Organisasi yang tercapai 100% atau lebih

Dokumen Perkin Dokumen SK IKU Dokumen LKj 2023

(1) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau
lebih

159

Pemberian Reward and Punishment

1.5

100%

160

Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and punishment bagi organisasi

Keterangan:

a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian
reward and punishment

b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment

c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment

d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian
reward and punishment

Reward Program kerja Waka Reward Madrasah Ramah
Anak Reward Madrasah Program Berkualitas

(1) Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and
punishment bagi organisasi

161

Kerangka Logis Kinerja

1.5

100%

162

Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang
mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan
kinerja seluruh pegawai?

Keterangan:

a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi
dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai

b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi
namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai

c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama
organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai

d. Kerangka Logis kinerja belum ada

Cascading

(1) penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja)
yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

163

PENGUATAN PENGAWASAN

75

100%

164

Mekanisme Pengendalian

25

100%
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702895_1735528277_Refom 4.1.5.4 Jumlah Sasaran Kinerja.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702896_1735529959_Refom 4.1.5.5 Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702896_1735529959_Refom 4.1.5.5 Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702897_1735528096_Refom 4.1.5.7 Hasil Capaian dan Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702897_1735528096_Refom 4.1.5.7 Hasil Capaian dan Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702897_1735528096_Refom 4.1.5.7 Hasil Capaian dan Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702898_1735520907_Refom 4.1.5.9 penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702898_1735520907_Refom 4.1.5.9 penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702898_1735520907_Refom 4.1.5.9 penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
165 | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang A 1 1. SOP Pelaporan Gratifikasi 2. Laporan Berkala Public (1) 2.b Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan
Keterangan: Campaign 3. SK Pembentukan Satuan Penyelenggarapa | Kepentingan
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari SPIP 4. Edaran SPIP 5. Form identifikasi, Penilaian dan (2) 1.a SOP Pelaporan Gratifikasi
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh Pengendalian Risiko 6. Laporan SPIP secara berkala 7. (3) 1.b Laporan Public Campaign
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan Laporan Capaian Kinerja secara berkala SIPKA 8. SOP (4) 2.a SK Satgas SPIP
peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali Pengaduan Masyarakat dan WBS 9. Matrik Penanganan * — S .
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari Pengaduan Masyarakat 10. SOP WBS 11. Matrik WBS 12. Q) 2.'0 Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh SOP Penanganan Benturan Kepentingan 13. Matrik Resiko .
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak Rekapitulasi Penanganan Benturan Kepentingan (6) 2.d Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 1
pada peningkatan kinerja unit kerja (7) 2.e Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 2
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari (8) 2.f Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 3
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh (9) 3.a SOP Pengaduan Masyarakat
penanggung jawab aktivitas (10) 3.b Matrik Rekapitulasi Dumas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem (11) 4.a SOP Whistle Blowing System
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi (12) 4.b Matrik Rekapitulasi Dumas & WBS
(13) 5.a SOP Benturan Kerpentingan
(14) 5.b Matrik Rekapitulasi Benturan Kepentingan
166 | Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 100%
167 | Persentase penanganan pengaduan masyarakat 100% 1
Keterangan:
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus
diselesaikan
168 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti 1 1. SK Tim Pengaduan Masyarakat 2. SOP Penanganan (1) 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat
Keterangan: Pengaduan Masyarakat 3. Laporan Rekap dan Tindak dan WBS
Jumlah dumas yang harus ditindaklanjuti Lanjut Pengaduan Masyarakat 4. Matrik Penanganan (2) 2. Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan
Pengaduan Masyarakat 5. Lampiran Link Pengaduan WBS
Masyarakat (3) 3. SOP Pengaduan Masyarakat & WBS
(4) 4. Prosentase Pengaduan Masyarakat
169 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses 1 1. SK Tim Pengaduan Masyarakat 2. Rapat Koordinasi (1) 1. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat
Keterangan: Tim Pengaduan Masyarakat 3. SOP Penanganan dan WBS
Jumlah dumas dalam diproses Pengaduan Masyarakat 4. Edaran Pengaduan Masyarakat | (2) 2. Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan
5. Rapat Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat | \wBg
6. Laporan Rekap d_an Tindak Lanjut Pengaduan m SOP Pengaduan Masyarakat & WBS
Masyarakat 7. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat (4) 4 Edaran SPIP. Dumas. WBS dan Benturan
Kepentingan
(5) 5. Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan
Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan
Kepentingan
(6) 6. Rekapitulasi Penanganan Aduan Masyarakat
170 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti 1 1. SK Tim Pengaduan Masyarakat 2. SOP Penanganan (1) 1. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat
Keterangan: Pengaduan Masyarakat 3. Rapat Koordinasi Tim
Jumlah dumas yang selesai di TL Pengaduan Masyarakat 4. Edaran Pengaduan Masyarakat
5. Rapat Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. Laporan Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat 7. Matrik Penanganan Pengaduan Masyarakat
171 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2 100%
172 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992818_2.b Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992818_2.b Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992740_1.a SOP Pelaporan Gratifikasi.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992766_1.b Laporan Public Campaign.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992792_2.a SK Satgas SPIP.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992911_2.c Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992911_2.c Form Identifikasi Penilaian dan Pengendalian Resiko.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992966_2.d Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738992991_2.e Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738993043_2.f Laporan Lengkap SPIP dan SIPKA Triwulan 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738993078_3.a SOP Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738993133_3.b Matrik Rekapitulasi Dumas.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1738993257_4.a SOP Whistle Blowing System.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1739001963_4.b Matrik Rekapitulasi Dumas & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1739002003_5.a SOP Benturan Kerpentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702321_1739002040_5.b Matrik Rekapitulasi Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933382_169. a SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933382_169. a SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933421_169. b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933421_169. b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933476_169. c SOP Pengaduan Masyarakat & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702322_1738933550_168. Prosentase Pengaduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738933709_169. a SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738933709_169. a SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738933737_169. b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738933737_169. b Undangan Rapat Koordinasi Tim Dumas dan WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738933763_169. c SOP Pengaduan Masyarakat & WBS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934025_169. d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934025_169. d Edaran SPIP, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934070_169. e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934070_169. e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934070_169. e Undangan Sosialisasi mengenai Pengaduan Masyarakat, WBS Madrasah dan Benturan Kepentingan -.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702323_1738934114_169.f Rekapitulasi Penanganan Aduan Masyarakat.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702324_1738934169_170. Matrik Pengaduan Masyarakat.pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI

%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

173

Persentase penyampaian LHKPN
Keterangan:

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015

. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004

. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005

O WNE

100%

174

Jumlah yang harus melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan LHKPN

175

- Kepala satuan kerja
Keterangan:
Penyampaian LHKPN bagi Kepala Satker

1. Bukti Rekapitulasi data PNS dan PPPK 2. LHKPN
Kepala Madrasah

(1) Pejabat Wajib Melaporkan LHKPN

176

- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
Keterangan:
Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

1. Rekapitulasi data PNS dan PPPK 2. LHKPN Kepala
Madrasah

(1) Pejabat Yang Waijib Melaporkan LHKPN

177

- Lainnya
Keterangan:
Pegawai Lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

1. LHKPN Kepala Madrasah

(1) Bukti Lapor LHKPN

178

Jumlah yang sudah melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN

1. LHKPN Kepala Madrasah

(1) Bukti Lapor LHKPN

179

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

180

Persentase penyampaian LHKASN
Keterangan:

Penyampaian LHKASN diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015

100%

181

Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

182

- Pejabat administrator (eselon IlI)
Keterangan:
Pejabat administrator (eselon IIl)

1. Rekapitulasi data PNS dan PPPK 2. LHKPN Kepala
Madrasah

(1) Pejabat Yang Wajib Melapor LHKPN

183

- Pejabat Pengawas (eselon 1V)
Keterangan:
Pejabat Pengawas (eselon 1V)

1. Rekapitulasi data PNS dan PPPK 2. LHKPN Kepala
Madrasah

(1) Pejabat Yang Waijib Melapor LHKPN

184

- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
Keterangan:
Jumlah Fungsional dan Pelaksana

1. SK ASN Jabatan Fungsional

(1) SK Jabatan Fungsional/Pelaksana

185

Jumlah yang sudah melaporkan
Keterangan:
Jumlah yang sudah melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)

53

1. SPT Guru ASN

(1) Bukti Lapor LHKASN

186

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

100%

187

Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

Halaman

100%
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702325_1735303039_175. Pejabat yang wajib melapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702326_1735303100_176. Pejabat yang wajib melapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702327_1735303195_177.  Bukti Lapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702328_1735303276_178.  Bukti Lapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702329_1735303372_182. Pejabat yang wajib melapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702330_1735303453_183. Pejabat yang wajib melapor LHKPN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702331_1735303496_184. Jabatan Fungsional.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_702332_1735303571_185. Bukti Lapor LHKASN.pdf

NO

PENILAIAN

JAWAB

NILAI

%

CATATAN SATUAN/UNIT KERJA

FILE DOKUMEN PENDUKUNG

188

Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan

. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

. Kecepatan Waktu Penyelesaian

. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis

. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

. Kompetensi Pelaksana/Web

. Perilaku Pelaksana/Web

. Kualitas Sarana dan prasarana

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Keterangan:

a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh
pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)

b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak
pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)

c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan

d. Belum ada inovasi

OCO~NOUOAWN

UPAYA DAN INOVASI PELAYANAN YANG TELAH
DIPERMUDAH

(1) UPAYA DAN INOVASI PELAYANAN YANG
TELAH DIPERMUDAH

189

Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:

1. Waktu lebih cepat

2. Pelayanan Publik yang terpadu

3. Alur lebih pendek/singkat

4 Terintegrasi dengan aplikasi

Keterangan:

Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

100%

190

- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar
Keterangan:
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

23

SK STANDAR PELAYANAN

(1) SK STANDAR PELAYANAN
(2) SOP 27 LAYANAN

191

- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
Keterangan:
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah

23

SK STANDAR PELAYANAN MATRIKS (KONDISI
BEFORE-AFTER) PADA MASING-MASING LAYANAN

(1) SK STANDAR PELAYANAN
(2) MATRIKS (KONDISI BEFORE-AFTER) PADA
MASING-MASING LAYANAN

192

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

25

100%

193

Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media
secara responsive dan bertanggung jawab

Keterangan:

a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
berbagai kanal/media

b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
kanal/media yang terbatas

c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai
kanal/media

d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas

MATRIKS REKAPITULASI DUMAS

(1) MATRIKS REKAPITULASI DUMAS

194

HASIL

39.17

97.92%

195

BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL

22.06

98.06%

196

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

Keterangan:

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks
Persepsi Anti Korupsi / IPAK)

Nilai (0-4)

3.9

17.06

1. LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN
1 2. LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN 2 3. LAPORAN SURVEY PERSEPSI
KORUPSI TRIWULAN 3 4. LAPORAN SURVEY
PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN 4

(1) LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN 1
(2) LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN 2
(3) LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN 3
(4) LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN 4
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697112_1735269679_UPAYA DAN INOVASI PELAYANAN YANG TELAH DIPERMUDAH.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697112_1735269679_UPAYA DAN INOVASI PELAYANAN YANG TELAH DIPERMUDAH.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697113_1738940272_SK STANDAR PELAYANAN MAN 2 SURAKARTA-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697113_1738932087_SOP 27 PELAYANAN-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697114_1738940308_SK STANDAR PELAYANAN MAN 2 SURAKARTA-min.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697114_1735269924_MATRIKS (KONDISI BEFORE-AFTER) PADA MASING-MASING LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697114_1735269924_MATRIKS (KONDISI BEFORE-AFTER) PADA MASING-MASING LAYANAN.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697115_1738930730_MATRIKS REKAPITULASI DUMAS.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1738930176_LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN  (1).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1738930176_LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN  (1).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1738930242_LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN (2).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1738930242_LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN (2).pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1742566272_LAPORAN SPAK KORUPSI TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1742566272_LAPORAN SPAK KORUPSI TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1742566312_LAPORAN SPAK KORUPSI TW 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697175_1742566312_LAPORAN SPAK KORUPSI TW 4.pdf

NO PENILAIAN JAWAB| NILAI % CATATAN SATUAN/UNIT KERJA FILE DOKUMEN PENDUKUNG
197 | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya A 5 LKJ 2023 (1) LKJ 2023
Keterangan:
a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja
utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata
capaian kinerja unit yang sejenis;
b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama
tahun sebelumnya;
c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari
capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja
utama yang tidak tercapai;
e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil
198 | PELAYANAN PUBLIK PRIMA 17.11 | 97.75%
199 | Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 3.91 17.11 1. NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (1) NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS
Keterangan: PUBLIK 2. LAPORAN SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1 (2) LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) 3. LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Nilai (0-4) TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2 4. LAPORAN 23??_;'\?;8'31[5ESIEJARY\f\IglIQI\IIEIISIAVthAI\TAlSYARAKAT
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN TRIWULAN 3 5. LAPORAN SURVEI TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN | (4) LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN 4 TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 3
(5) LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 4
INDEKS PMPZI 99.17
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http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697176_1735303117_LKJ 2023_removed.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217293_NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217293_NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217443_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217443_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 1.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217507_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1735217507_VI.iv.a LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TRIWULAN 2.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1742566167_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1742566167_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 3.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1742566195_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 4.pdf
http://pmpzi.kemenag.go.id/evidence/renaksi_697127_1742566195_LAPORAN SPKP PELAYANAN TW 4.pdf

